SALINAN

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2024
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI NOMOR 19 TAHUN 2022 TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA POLITEKNIK NEGERI JEMBER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

Menimbang

Mengingat

REPUBLIK INDONESIA,

bahwa untuk meningkatkan kinerja Politeknik Negeri
Jember dalam melaksanakan pelayanan penyelenggaraan
pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada
Masyarakat, perlu melakukan pembentukan Jurusan
Bisnis pada Politeknik Negeri Jember;

bahwa pembentukan Jurusan Bisnis pada Politeknik
Negeri Jember telah mendapatkan persetujuan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
berdasarkan surat Nomor B/1402/M.KT.01/2023;
bahwa ketentuan mengenai jurusan pada organisasi dan
tata kerja Politeknik Negeri Jember perlu dilakukan
perubahan;

bahwa  berdasarkan  pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan,
Riset, dan Teknologi tentang Perubahan Atas Peraturan
Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
Nomor 19 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Politeknik Negeri Jember;

Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang
Pendidikan Tinggi (Lembaga Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5336);
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Menetapkan
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4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang
Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan
Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5500);

5. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan
Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 156);

6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan
Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Kementerian, Pendidikan, Kebudayaan, Riset,
dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 963);

7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan
Teknologi Nomor 19 Tahun 2022 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Politeknik Negeri Jember (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 419);

MEMUTUSKAN:
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET,
DAN TEKNOLOGI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN
TEKNOLOGI NOMOR 19 TAHUN 2022 TENTANG ORGANISASI
DAN TATA KERJA POLITEKNIK NEGERI JEMBER.

Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendidikan,
Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 19 Tahun 2022
tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Negeri Jember
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 419)
diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (1) Pasal 13 diubah, sehingga Pasal 13
berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13
(1) Jurusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat
(2) huruf a terdiri atas:

a. Jurusan Teknologi Pertanian;
b. Jurusan Produksi Pertanian;
c. Jurusan Peternakan;
d. Jurusan Manajemen Agribisnis;
e. Jurusan Teknologi Informasi;
f. Jurusan Bahasa, Komunikasi, dan Pariwisata;
g. Jurusan Kesehatan;
h. Jurusan Teknik; dan
1. Jurusan Bisnis.
(2) Jurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri
atas:
a. ketua jurusan;
b. sekretaris jurusan;
c. Program Studi;
d. laboratorium/bengkel/studio; dan
e. kelompok jabatan fungsional.
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2. Diantara Pasal 67 dan Pasal 68 disisipkan 1 (satu) pasal,
yakni Pasal 67A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 67A
Ketentuan mengenai struktur organisasi Polije dan
kedudukan wakil direktur Polije tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Menteri ini.

3. Ketentuan Pasal 70 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 70

Direktur, wakil direktur, ketua jurusan, kepala bagian,

kepala subbagian, kepala pusat, dan kepala unit

penunjang akademik di lingkungan Polije bertanggung
jawab:

a. memimpin dan mengoordinasikan bawahan;

b. memberikan bimbingan dan petunjuk pelaksanaan
tugas bawahan;

c. menerapkan sistem pengendalian intern di
lingkungan masing-masing untuk mewujudkan
terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik;

d. menyusun peta proses bisnis yang menggambarkan
tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar
unit organisasi di lingkungan Polije;

e. menyusun analisis jabatan, peta jabatan, uraian
tugas, dan analisis beban kerja terhadap seluruh
jabatan di lingkungan Polije;

f. menyusun dan mengembangkan = kebijakan,
program, serta kegiatan berdasarkan rencana
strategis yang telah ditetapkan dengan menerapkan
asas pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, dan
akuntabel;

g. menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan
kinerja secara akuntabel, terintegrasi, dan tepat
waktu; dan

h. memberikan layanan penyelenggaraan tridharma
perguruan tinggi dengan mengedepankan
kemudahan, kecepatan, dan keterjangkauan.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
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Agar  setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya
dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Februari 2024

MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
NADIEM ANWAR MAKARIM

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 27 Februari 2024

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ASEP N. MULYANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR 132

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Hukum
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi,

ttd.

Ineke Indraswati
NIP 197809262000122001
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SALINAN

LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 6 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET,
DAN TEKNOLOGI NOMOR 19 TAHUN 2022 TENTANG ORGANISASI DAN TATA
KERJA POLITEKNIK NEGERI JEMBER

STRUKTUR ORGANISASI POLITEKNIK NEGERI JEMBER DAN KEDUDUKAN WAKIL DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI JEMBER

a. Struktur Organisasi Politeknik Negeri Jember

DIREKTUR
Dewan
—————— T T T Pertimbangan
R N B > o z Wakil Direktur Bidang

Wakil Direktur Bidang Wakil Direktur Bidang Wakil Direktur Bidang Perancansas. Karia < i
Akademik Keuangan dan Umum Kemahasiswaan Han Sisten'l Infojrmasi :

Bagian Akademik,
Kemahasiswaan, Perencanaan,
dan Keria Sama

Bagian Keuangan dan Umum

Jurusan I Subbagian Akademik | [ Subbagian Umum ]
1. Jurusan Teknologi Pertanian;
2 Jurusan Produksi Pertanian; [
3. Jurusan Peternakan; [ 1
4. Jurusan Manajemen Agribisnis; A = = : o 1
5. Jurusan Teknologi Informasi; ] | usat Penelitian dan
6. Jurusan Bahasa, Komunikasi, I Jurusan Pengabdian Kepada Pusat Pengembangan
dan Pariwisata; Masyarakat Pembelajaran dan Penjaminan
7. Jurusan Kesehatan; = Mutu Pendididkan
8. Jurusan Teknik; dan
9. Jurusan Bisnis

.......................................

..............................................................................

UPA Teknologi Informasi
dan Komunikasi

Keterangan:

pesscccesscssnccssecannssnssssesanassssssssnsnnsieenasnntressaasasnsssecnannsssseanasnasnasann

UPA Teknologi p ermesina; .
UPA Layanan Uji . UPA Pengembangan
s dan Peralatan Penunjan; =
(UPA Perpuslakzan) ( UPA Bahasa > C Kornpetanal ) C UPA Biosains ) s > ( Pertanian Terpadu

Garis Komando

Garis Koordinasi
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b. Kedudukan Wakil Direktur Politeknik Negeri Jember

DIREKTUR

® ® o

R . il Di i Wakil Direktur Bidang
Wakil Direktur Bidang Wakil Direktur Bidan Wakil Dlrektyr Bidang Perencanaan, Kerja
Akademik Keuangan dan Umun? Kemahasiswaan Sama, dan S’ister%

Informasi

MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

NADIEM ANWAR MAKARIM

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Hukum
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi,

ttd.

Ineke Indraswati
NIP 197809262000122001 jdih.kemdikbud.go.id



